Lampiran III Raperda APBD TA 2020
Nomor : 00
Tanggal : 14 October 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan :1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi :1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.04.1.04.01.00.00.4 PENDAPATAN 16.660.000,00

1.04.1.04.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.660.000,00

1.04.1.04.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 660.000,00 | Perda No 2 Tahun 2012

1.04.1.04.01.00.00.4.1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.000.000,00

1.04.1.04.01.00.00.5 BELANJA 101.352.273.000,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.496.273.000,00

1.04.1.04.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 6.496.273.000,00 | PP No 30 Tahun 2015 dan PP 18 Tahun 2017
PP 13 Tahun 1980 dan PP 15 Tahun 1985
Perpres 26 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2017
Perpres ttg tunjangan jabatan fungsional
Perpres 12 Tahun 2006
Perdirjen No Per-3/PB/2015 Tgl 10-2-2015
PP 80 Tahun 2010
Perpres 12 Tahun 2013
PP 70 Tahun 2015
PP 69 Tahun 2010

1.04.1.04.01.04.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 94.856.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 04 Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan 2.010.000.000,00

Keuangan

1.04.1.04.01.04.01 Penyediaan Jasa Kantor 362.500.000,00

1.04.1.04.01.04.01.5.2.1 Belanja Pegawai 7.050.000,00

1.04.1.04.01.04.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 355.450.000,00

1.04.1.04.01.04. 02 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 470.000.000,00

1.04.1.04.01.04.02.5.2.1 Belanja Pegawai 11.260.000,00

1.04.1.04.01.04.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 458.740.000,00

1.04.1.04.01.04.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 307.500.000,00
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Belanja Modal
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Perencanaan dan Pengendalian Pelaporan Kinerja

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Rapat Koordinasi dan Konsultasr

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Perencanaan Bangunan Gedung

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara
Belanja Modal
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Tata Perumahan dan Permukiman
Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Tata Perumahan dan Permukiman
Belanja Modal
Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan PSU

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan PSU

307.500.000,00
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23.875.000.000,00

75.000.000,00

4.668.000,00
70.332.000,00

3.000.000.000,00

1.619.260.000,00
1.380.740.000,00

5.500.000.000,00
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REﬁngNG URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1 2 3 4

1.04.1.04.01.23.05.5.2.3 Belanja Modal 5.500.000.000,00
1.04.1.04.01. 23 .06 Pengembangan Jaringan Perpipaan/Peningkatan Kapasitas SPAM Pedesaan (DAK Air Minum) 8.321.000.000,00
1.04.1.0401.23.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.321.000.000,00
1.04.1.04.01. 24 Program Pertanahan dan Tata Ruang 3.950.000.000,00
1.04.1.04.01.24.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang 250.000.000,00
1.04.1.04.01.24.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.690.000,00
1.04.1.04.01.24.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.310.000,00
1.04.1.04.01. 24. 02 Penyelenggaraan Pertanahan 3.600.000.000,00
1.04.1.04.01.24.02.5.2.1 Belanja Pegawai 14.590.000,00
1.04.1.04.01.24.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.585.410.000,00
1.04.1.04.01.24.03 Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00
1.04.1.04.01.24.03.5.2.1 Belanja Pegawai 38.911.000,00
1.04.1.04.01.24.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 61.089.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (101.335.613.000,00)

Slawi, 14 October 2019
BUPATI TEGAL
UMI AZIZAH
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